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FERATURAN BUPATI MALUKL TENGAH
NOMOR v TAHUN 2017

! TENTANG

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALUKU TENGAH,

Menimbang : bahwa sebagal pelaksanaan ketentuan Pasal & Peraturan Daerabh Nomor 03 Tahun 2017 tentang Perubahan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Dacrah Tahun Anggaran 2017, perlu mepelapkan Peralgran Bupati Maluku Tengah tentang

Fenjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabu patern Maluku Tengah Tahun Anggaran 2017




Mengingat

Undang-Undang Nomor 60 Tabun 1958 teotang Penctapan Undang-Undang Darumt Nomor 23 Tahun 1957 tentang
Pembentukan Daciah —Daerah Swalanlra Tingkat 1! Dalam Wilaysh Daerah Swatantra Tingkat | Maluky (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indenesia Nomor 1645},
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara sang Bersih dan Bebas dan Korupsi Kolusi dan

Nepetisme (Lembaran Megara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indenesia Nomor 3831);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan WMegara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47. Tambahan Lembaran Negara Republk Indonesia Nomor 4286}

Undang-Undang Memer 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan MNegara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4353);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Kevangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoncsia
Mornar 4400 ;

UndanglUndang Nomor 25 Tahun 201 tenitang Sistirn Perencanaan Pembangunan Nasional [Lembaran Negara Republik
[ndonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Megara Republik Indonesia Nomor 441,

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2KM tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusal dan Pemermtahan

Daerah (Lembaran Negara Repuhlik [ndonesia Tahun 2004 Normor 126, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4438},




— mup—

4

LI

10.

11.

14

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajk Daerah dan Retribusi Dacrah (Lernbaran Nepara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran, Negara Republik Indonesia Nomor 2049);

Undang-Undang Nomor 12 Tabun 2011 +{entang Pembenrukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Repubtik Indenesia Nomar 5234);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemenintahan [Daerah {Lembaran Necgara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9987], sebagaimana telah diubah beherapa
kall terakhir dengan Undang-Undang Nomae 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahunt 2014 tentang Pemeriniahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomeor 28, Tambahan
Lernbaran Megara Republik Indonesia Nomor 5679):

Peraturan Permerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotarnadya [Daerah Tingkat | Ambon
(Lembararn Negara Republik Indonesia Tabun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik  Indonesia
Momor 3137);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 temtang Dana Perimbangan (Lembaman Neagara Republik Indonesia

Tabhun 2005 N.Drncr 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoresia Nomor 4575);

Feraturan Pemerintah Nomor 58 Tabun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2005 Momor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomer 4578);

Peraluran Pemerintah Nomor 653 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minmal

fLembaran Negara  Republik Indonesia Tahun AX)S Nomoe 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Momar 4585);
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Feraturan Pemeriatah Nomor 8 Tahium 2006 temtang Pelpor:in Kewangan dan Kinerja Pemenniuh [Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Eepublik [ndonesia Normor 46,

Peraluran Pemeriniah Nomor 66 Tabun 2010 lentang Perubahan Atas Peratiran Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005
tentang Sistim Informas Keuangan Daerah [Lembaran Negara Republik Irddonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135},

Feraturan Pemerintah Nomor 71 Tabun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Nepara Republik [ndonesia Nomar 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Dasrah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 nomor 106, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6057,

Peraturan Menteri Dalam Negen Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuanpan Daerah sebagzimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri. Dalam Negeri ‘Nomor 21 Tahun 200 1 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dacrah
(Berita Negara Tahun 2011 Nomor 310);

Peraturan Menteri Dalam Negenn Nomor 31 Tabun 2016 tentang Pedoman Penyusunan hnggaran Pendapatan dan
Belanja Dasrah Tahun Anggaran 2017 (Berita Negara Tahun 2016 Nomor £74);

Perutuian Menteri Dalam Neperi Nomor 109 Tahurn 2016 tentang Perubahan Atas Feraturan Menteri Dalam MNeger

Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Caerah Tahun Anpgaran 2017
[Rerita Negara Tahun 2016 Nomor 1257);
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22, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor &2 Tahun 2017 tentang Pengzlompolkan Kemampuan Keuangan Dacrah serta
Pelaksanaan dan Pertangpunpjawaban Dana Operasional;

23. Peraturan Daerah Kabupaten Maluka Tengah Nomor 16 T:ihum 2009 rentang Pokok-Pokok Fengélglaan K=zuanpgan Daerah -
fLembaran Daerah Kabupaten Malulktu Tengah Tahun 2009 Nomor 63);

24, Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 01 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten
Maluku Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2012 Nomor 107),

25, Peraturan Daerah Kabupalen Maluku Tengah Nomor 22 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Tahun 2013-2017 (Lembaran Daecrah Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2013 Nomor 15%);

25. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 056 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Dacrah
Tahun Anggaran 2017 [Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2016 Nomor 184);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATL TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2017, '

Pasal 1.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 207 semula berjumlah Rp. 1.581.193729000- bertambah
sejumlah Rp. 167.3206.515157,- sehingga menjadi Rp. 1.748.520.244.157,- dengan rnclan sebagai berikut -
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1, Pendapatan

a. Semula

Rp. 1581.193.729.000.-
b. Bertambah /Berkurang Rp. 167326515157 -
Jumiah Pendapatan setelah Pernbahan Rp. 1748 520244157
4. Belanj
a. Semula Rp. 1.601.137 277000 -
b, Bertam bah /HBerkurang Rp. _ 205.719 559435
Jumlah Beanja Setelah Perubahan Rp. 1.806356836435-
Surflus f[Defisit) Setelah Perubahan Ep aT83I6592278.
3. Pembiayaan
a. Penenmaan
1} Scmula Rp. 19943548000.-
% Bertambah /Berkurang Rp. 37 893 044 278 -
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan Rp 578365992278 -
I Pengeluaran
1} Sermula Rp. Q.-
2) Bertambahf Berkurang [Rp._ -
Jumlah Pengeluaran Setelah Perubahan Rp. Q.-
Jurmiah Pembiayaan Neto Setelah Perubahan Fo. S57.836592278-
Sisa Lehih Pembnayaan Anpparan Setelzsh Perubahan [EBp. Q.-)
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Pasal Z

Ringkasan Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belan ja Daerah dan Ringkasan Penjabaran Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berdasarkan rincian obyek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal | tercantum dalam Lampiran | dan Lampiran B, dan merupakan bagan yang tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini;

Pasal 3

Penjabaran FPerubahan Anggaran Pendepatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal | diring 1=

bib lanjut
pada lampiran 11, lampiran [, dan lampiran IV dan merupakan bagian yag tidak terpisahkan dari Peraturan !

Bupati inj:
Pasal 4

Pelaksanaan Penjabaran Perubaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Dacrah yang ditetapkan dalam peraturan inj
dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Peru bahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan
ketentuan perundang-undangan.
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Pasal 5
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar sctinp orang mengetabuinya,

memernintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam Berta Daerah Kabupaten
Maluku Tengah.

Ditetapkan 4 Masoby
pada tangeal & Oktober 2017

Diundangkan d Masohi
pada tanggal & Oktober 2017
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Balinan sesuqi dengan aslinya

HEPALA BAGIAN HUKUM
KABUPATEN MALUKU TENGAH

- SHMH
NIP.19650720 200003 1 003




